PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024
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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 823 - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten
Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk
menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).



10.

..

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 tercantum 'dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

Bupati Dharmasraya bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Dharmasraya tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil
evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Dharmasraya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Dharmasraya tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya
Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bupati Dharmasraya menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan
hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA
untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Dharmasraya menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Dharmasraya tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan
Daerah = Kabupaten  Dharmasraya  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan
Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah
mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

Penganggaran, pelaksanaan dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.



KETUJUH

Tembusan:
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Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
e ap) g 3..:;:\\ Desember 2023
YRWVUMATERA BARAT,

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 823 - 2023

TANGGAL DESEMBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan
oleh Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati
Dharmasraya dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada
Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1,
sebagai berikut :
Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

. Penetapan /Persetujuan/Surat
No.

o Uraian Voo Tanggal Ket.
Penetapan Perkada [Sl,ae:l?r?é’lambat 1
mengenai RKPD - .

1 Kabupaten Dh asraya Nomor 11 Tahun 2023 3 Juli 2023 satu minggu s._etellah
Tahun 2023 RKPD Provinsi di

tetapkan)
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No. Usaiai Penetapan /Persetujuan/Surat Ket.
. Nomor Tanggal
Penyampaian Rancangan Sesuali,
KUA dan Rancangan PPAS = : (paling lambat
» oleh Kepala Daersh kepada R00,096/RxP:2023 RJuH2023 np:ingggu Il bulan
DPRD Juli)
Kesepakatan antara 415.4/8/BUP/2023 jo Sesual,
3 | Kepala Daerah dan DPRD | 100.3.7/VII/7/BA/DPRD- 18 Juli 2023 | (paling lambat
atas Rancangan KUA 2023 minggu Il bulan
Agustus)
Kesepakatan antara 415.4/9/BUP/2023 jo Seslgal.l
4 | Kepala Daerah dan DPRD | 100.3.7/VIl/8/BA/DPRD- 18 Juli 2023 (paling a”]‘:’?‘
atas Rancangan PPAS 2023 minggu il buian
Agustus)
Penyampaian Rancangan Sesual,
Peraturan Daerah tentang (paling lambat
B APBD oleh Kepala Daerah SO0/ 8T/ RED-2033 14 September 2023 minggu Il bulan
kepada DPRD September)
Sesuai,
) g?‘;tz;xguan bersama 415.4/18/BUP/2023 ——— :g::z}gb]j{::a‘ ;
an Kepala Daerah 100.3.7/X1/18/BA/DPRD- 2023 sehahia diraulaiiva
Tentang Ranperda APBD 2023 y
tahun anggaran
berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Sesuai,
Peraturan Daerah tentang (disampaikan 3 (tiga)
APBD dan Rancangan 29 November hari sejak tanggal
7 Peraturan Kepala Daerah 90/ 1209/ BRD-2023 2023 persetujuan
tentang Penjabaran APBD Rancangan Perda
untuk dievaluasi Gubernur APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Dharmasraya
dan DPRD pada tanggal 24 November 2023 dan telah disampaikan kepada
Gubernur pada tanggal 29 November 2023, sudah sesuai dengan Pasal 245
ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada
Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai
dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan
DPRD.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ditetapkan
pada tanggal 3 Juli 2023, Sudah sesuai dengan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota
menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD
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Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi
ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya
pada tanggal S5 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Dharmasraya
dengan DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap KUA dan PPAS Tahun
2024 pada tanggal 5 Juli 2023, sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat
Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD
atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu
II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh
Bupati Dharmasraya kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya pada tanggal
14 September 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan
September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang
menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Bupati
Dharmasraya pada tanggal 24 November 2023, sudah sesuai dengan
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7
angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD
dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Dharmasraya agar tetap konsisten
dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD,
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembtiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
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hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan
Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan
dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
dalam menyusun prognosis target  pendapatan harus
memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp911.076.883.278 atau 99.19% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraye tentang
APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2023 pada sampai dengan 24 November 2023
sebesar Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran,
sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1.1 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi darnpak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp829.320.612.705,35 atau 94,45% dari
total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi
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belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 24 November sebesar
Rp698.041.096.508 atau 71,06% dari total belanja daerah dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2023,

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun program
pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
b) peningkatan pendapatan masyarakat. ,
c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2) penurunan stunting antara lain:

a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balita.

b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen
gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3) pengendalian inflasi antara lain:
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b) pengendalian laju alih fungsi lahan.
c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
d) penguatan tata kelola logistik daerah.
€) pengawasan harga dan operasi pasar.

4) peningkatan investasi antara lain:

a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission (OSS).

b) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

S) penguatan kualitas sumber daya manusia;
6) pembangunan infrastruktur; dan
7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan target capaian
kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak
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absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

f.  dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

g Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

¢. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
defisit anggaran.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp964.168.007.612
mengalami  penambahan sebesar Rp47.319.213.222 atau 5,16%
dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp916.848.794.390 .

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp105.162.132.160 .

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp850.258.147.517 .

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.747.727.935 .

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
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berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus melakukan
reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta
mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi
transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
Rp964.168.007.612 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN

JUMLAH (Rp)

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

105.162.132.160

Pajak Daerah

24.651.781.411

Retribusi Daerah

2.857.790.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

4.832.210.107

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

72.820.350.642

Pendapatan Transfer

850.258.147.517

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

791.897.793.000

Pendapatan Transfer Antar Daerah

58.360.354.517

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

8.747.727.935

Pendapatan Hibah 100.000.000

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 8.647.727.935

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan 964.168.007.612

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 105.162.132.160 .

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp24.651.781.411 .

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan persandingannya dengan target dan realisasi
PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada
tabel 2.1 di bawah ini.




Tabel 2.1

Persandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2023

Retribusi Pelayanan Tera/Tera

APBD Tahun Anggaran 2022 APBD Talun Anggaran 2023 Selisih Target
Target APBD APBD TA. 2023
% % Tahun Anfgnm dan Target APBD "
Uraian (Rp) (Rp) 202 TA. 2024 (%) (%
Realisasi Per y -
Target Realisasi B Target st W (Rp) (Rp) 10=9:5 | 11
PENDAPATAN ASLI DAERAH 105.415.369.674,00 | 108.010.790.645,80 | 102,46 | 100.842.119.674,00 | 95.551.528.133,23 | 94,75 | 105.162.132.160,00 | 4.320.012.486,00 | 4,28 | 110
Pajak Daerah 22.776.715.953,00 | 21.634.156.143,46 | 94,98 22.776.715.953,00 | 19.175.371.357,00 | 84,19 24.651.781.411,00 | 1.875.065.458,00 | 8,23 | 128
Pajak Hotel 180.000.000,00 193.432.436,00 | 107,46 180.000.000,00 221.188.500,00 | 122,88 250.000.000,00 70.000.000,00 | 38,89 | 113
Pajak Restoran 1.425.000.000,00 1.721.533.518,00 | 120,81 - 1.425.000.000,00 1.065.370.880,00 | 74,76 1.300.000.000,00 -125.000.000,00 | (8,77) | 122
Pajak Hiburan 3.000.000,00 4.129.250,00 | 137,64 6.500.000,00 1.575.000,00 | 24,23 7.000.000,00 500.000,00 | 7,69 | 444
Pajak Reklame 235.000.000,00 260.438.054,00 | 110,82 235.000.000,00 206.538.954,00 | 87,89 260.000.000,00 25.000.000,00 | 10,64 | 125
Pajak Penerangan Jalan B 12.973.500.000,00 13.226.640.017,46 | 101,95 12.970.000.000,00 | 11.556.699.519,60 | 89,10 13.725.000.000,00 755.000.000,00 | 5,82 118
Pajak Parkir 6.000.000,00 6.427.883,00 | 107,13 6.000.000,00 5.919.300,00 | 98,66 12.000.000,00 6.000.000,00 | 100,00 | 202
Pajak Air Tanah ) 15.000.000,00 16.611.667,00 | 110,74 15.000.000,00 22.617.818,00 | 150,79 30.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00 | 132
Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 10.100.000,00 | 101,00 10.000.000,00 4.750.000,00 | 47,50 10.000.000,00 0,00 | 0,00 210
ga;fta:‘ari"“a] Bulsan Logem den 425.000.000,00 371.121.511,00 | 87,32 425.000.000,00 358.355.177,00 | 84,32 500.000.000,00 75.000.000,00 | 17,65 | 139
Pajak Bumi dan Bangunan "
Pedesann dan Perkotann (PEHR) 4.504.215.953,00 2.475.105.302,00 | 54,95 4.504.215.953,00 2.691.666.576,00 | 59,76 4.557.781.411,00 53.565.458,00 | 1,19 169,
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan -
Benaait (EPHID) 3.000.000.000,00 3.348.616.505,00 | 111,62 3.000.000.000,00 3.040.689.633,00 | 101,36 4.000.000.000,00 1.000.000.000,00 | 33,33 | 131,
Retribusi Daerah 3.873.808.400,00 2.759.700.350,00 | 71,24 3.623.788.885,00 | 1.577.607.800,00 | 43,53 2.857.790.000,00 -765.998.885,00 | (21,14) | 181,
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Tempat Pelayanan Kesehatan 275.000.000,00 252.522.850,00 91,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Lainnya yang Sejenis
O psac/Fecanmpeiinn/ 110.000.000,00 156.483.000,00 | 142,26 200.000.000,00 132.268.400,00 | 66,13 300.000.000,00 100.000.000,00 | 50,00 | 226,
Retribual Pelayanen Paridr-di-Tepd 0,00 0,00 | 000 0,00 0,00 | 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 | 0,00 0.0
Jalan Umum P e
Retribusi Pelayanan Pasar 8.000.000,00 8.020.000,00 | 100,25 6,00 720.000,00 | 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 | 0,00 10000
B D Pengujien Kenduran 320.000.000,00 234.152.000,00 | 73,17 322.500.000,00 187.757.000,00 | 58,22 0,00 -322.500.000,00 | -100,00 | 0,0
Retribusi Pemeriksaan Alat o ———
Seotatia T i ra 0,00 000 | 000 - 0,00 ~ 000| 000 0,00 0,00 | 0,00 0,0
§:§:b“' Penggantin Blars Crtak 0,00 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 000 0.0
Retribusi Penyediaan dan/atau o e T =3 T ra e e e e T - =5 =
Poayetiotan Kaks 30.000.000,00 33.300.000,00 | 111,00 B 30.000.000,00 ~ 17.700.000,00 | 59,00 30.000.000,00 B 0,00 | 0,00 169,
50.000.000,00 45.940.000,00 | 91,88 | 50.000.000,00 36.270.500,00 | 72,54 0,00 -50.000.000,00 | -100,00 | 0,0




Ulang

Retribusi Pengawessan dan
Pengendalian Menara 500.000.000,00 336.625.000,00 | 67,33 500.000.000,00 87.725.000,00 17,55 0,00 -500.000.000,00 | -100,00 0,

Telekomunikasi

gzt:liz:si Pemakaian Kekayaan 1.118.058.400,00 632.338.500,00 | 56,56 1.384.558.400,00 429.070.600,00 | 30,99 1.275.290.000,00 -109.268.400,00 | -7,89 | 297
Retribusi Penyediaan Fasilitas o
Pasar/Pertokoan yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Dikontrakkan

Retribusi Pelayanan Tempat 32.500.000,00 12.400.800,00 | 38,16 30.000.000,00 0,00 | 0,00 32.500.000,00 2.500.000,00 | 8,33 o,
Khusus Parkir

Retribual Tempnt Senguapen: | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 o,
Pesanggrahan / Vila
ﬁ""“h“s‘ Pelayanan Rumah Potong 3.500.000,00 3.520.000,00 | 100,57 3.500.000,00 3.320.000,00 | 94,86 3.500.000,00 0,00 | 000 | 108

gelr:;?:gs; Tempat Rekreasi dan 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 | 0,00 0,

E‘?“':’;i::‘;::;‘]{“a‘a“ Produlsi 825.000.000,00 421.510.500,00 | 51,09 825.000.000,00 319.740.800,00 | 38,76 790.000.000,00 -35.000.000,00 | -4,24 | 247

Retribusi Pemberian Lzin 601.750.000,00 622.887.700,00 | 103,51 278.230.485,00 363.035.500,00 | 0,00 300.000.000,00 21.769.515,00 | 7,82 | 82
Mendirikan Bangunan

Retribusi Pengmunaan Teaaga Kerja 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 | 0,00 o,
Asing (TKA)
Retribusi Persetujuan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Gedung . ==
Hasil Pengelolaan Kekayaan 4.324.065.836,00 4.324.065.836,00 | 100,00 4.324.065.836,00 4.332.210.107,00 | 111,75 4.832.210.107,00 508.144.271,00 | 11,75 | 100
Daerah yang Dipisahkan - -

Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah 4.324.065.836,00 4.324.065.836,00 | 100,00 4.324.065.836,00 | 4.832.210.107,00 | 111,75 4.832.210.107,00 508.144.271,00 | 11,75 | 100
(Dividen) atas Penyertaan Modal
| pada BUMD S
Bagian Laba yang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah

o S Bl et 0,00 0,00 | 0,00 0,06 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0.
pada Perusahaan Milik Swasta )
;::;1;‘1‘: Pendapatan Asli Daerah | ., 440 770 485,00 | 79.292.868.316,3¢ | 106,52 | 70.117.549.000,00 @ 69.966.338.869,23 | 99,78 | 72.820.350.642,00 | 2.702.801.642,00 | 3,85 | 104

Hasil Penjualan Aset Lainnya 1.270.730.485,00 1.130.369.548,00 | 88,95 1.592.500.000,00 20.280.000,00 | 1,27 300.000.000,00 | -1.292.500.000,00 | (81,16 | 147¢
Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 | 0,00 10.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00 -10.000.000,00 “0?'00 0.
g;"g kerja Sama Pemaniaatan 100.000.000,00 102.704.000,00 | 102,70 170.000.000,00 108.664.000,00 | 63,92 -170.000.000,00 “0?'00 0.0
Jasa Giro pada Kas Daerah 1.100.000.000,00 1.289.885.522,00 | 117,26 1.100.000.000,00 407.114.655,0C | 45,19 500.000.000,00 -600.000.000,00 | (53,55) | 10C
Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000,00 162.151.172,00 | 135,13 120.000.000,00 92.147.341,00 | 76,79 120.000.000,00 0,00 | 000 | 130
Remunerasi Dana Bagi Hasil

e e e o 1 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 000 | 0,00 0.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 100.000.000,00 - | 000 100.000.000,00 .| 000 300.000.000,00 200.000.000,00 | 200,00 | 0
terhadap Bendahara R - =

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (100,00

0,
|

terhadap Pegawai Negeri Bukan 2.800.000.000,00 3.047.851.066,94 108,85 2.800.000.000,00 1.357.085.601,30 48,47 -2.800.000.000,00
Bendahara atau Pejabat Lain
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o o N, PUOrens, At 1.740.000.000,00 3.181.107.944,40 | 182,82 1.740.000.000,00 576.050.412,00 | 33,11 1.500.000.000,00 -240.000.000,00 | (13,79) | 260
Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan 160.000.000,00 10.622.160,00 6,64 160.000.000,00 171.734.072,17 107,33 50.000.000,00 -110.000.000,00 | (68,75) 29,
Pekerjaan

Pendapatan Denda Pajak Hotel . 0,00 - 120.980,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 41,
Pendapatan Denda Pajak Restoran

dan Sejenisnya - - 0,00 - 1.165.283,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 85,
Pendapatan Denda Fajak Reklame . - | 0,00 < 74.250,00 | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 0,00 67,
Pendapatan Denda Pajak

Penerdnisis Jalhis B - - 0,00 - 166.499,38 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 60,
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - - 0,00 - - 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,C
Pendapatan Denda Pajak Mineral

Bukan Lo, dan Batian B - - 0,00 - 83.054,50 0,00 - 100.000,00 100.000,00 0.00 120
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan - - 0,00 - 23.168.536,88 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 43,
Perkotaan (PBBP2) -

e i . -| o000 n $33.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0.
Dondammr Dond Reseibust Jass : -1 000 : 0,00 100.000,00 100.000,00 | 0,00 0,0
Pendapatan dari Pengembalian N (100,00
Kelebihan Pembayaran Pajak 50.000.000,00 = 0,00 50.000.000,00 - 0,00 0,00 -50.000.000,00 l.‘ a0
Penghasilan Pasal 21 N o o
Pendapatan dari Pengembalian

Kelebihan Pembayaran luran

Simpanan Peserta Tabungan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460.788.959,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,0
Perumahan Rakyat ASN o N
Pendapatan dari Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Gaji dan 100.000.000,00 75.563.294,00 75,56 100.000.000,00 15.457.109,00 15,46 100.000.000,00 0,00 0,00 646,
Tunjangan R

Pendapatan dari Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Perjalanan .
Dinas Dalam Negeri- Perjalanan 220.000.000,00 309.331.877,00 140,61 220.000.000,00 544.111.481,00 | 247,32 200.000.000,00 -20.000.000,00 (9,09) 36,7
Dinas Biasa

Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Pendapatan BLUD 59.526.063.000,00 62.787.950.607,00 | 10548 54.801.063.000,00 55.631.734.655,00 101,52 69.738.900.642,00 14.937.837.642,00 27,26 125,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Er —_ S B

Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Pendapatan Dana Kapitasi JKN 7.153.986.000,00 7.195.331.125,00 | 100,58 7.153.986.000,00 |  6.465.558.980,00 | 90,38 0,00 | -7.153.986.000,00 “9?'0{’ 0,0

pada FKTP




Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1) Pajak Restoran sebesar Rp1.300.000.000.
2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp13.725.000.000.

3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebesar Rp4.557.781.411.

4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rp4.000.000.000.

Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.790.000 .

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp404.000.000 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar RpO.

b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp2.000.000.

c) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp72.000.000.

d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar
Rp300.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan
kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jasa layanan, agar
dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan
Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang
diberikan BLUD

2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.103.790.000 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar
Rp1.275.290.000.

b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar
Rp2.500.000.

3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp350.000.000 dengan
rincian  Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan
pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang
disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januari 2024; dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan

paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
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sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal S Januari 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulai berlaku sejak tanggal S Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

(1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

(2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 harus
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi
daerah dalammn APBD memperhatikan:

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022;

(2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;

(3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

(). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
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(i1). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi bukan karena adanya unsur Kkesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

(iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

(iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

(v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 24 November 2023, realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya sebesar
Rp693.024.891.470,47 atau 73,58% dari alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp941.855.386.005, yang diuraikan antara lain :

1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp20.805.605.052 atau 87,23%
dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp23.850.981.411.

2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rpl.703.396.987 atau
49,28% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp3.456.738.885.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi
nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Dharmasraya merupakan rencana Penerimaan Daerah
yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp4.832.210.107.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, maka penganggaran pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2023
serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.
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2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus
melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD
yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (Performance Based),
atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mulai
dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai
dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp72.820.350.642 , harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal
31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.2.a.3) Lampiran  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp300.000.000.

2) Jasa Giro sebesar Rp620.000.000.
3) Pendapatan Bunga sebesar Rp0.
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4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
sebesar Rp300.000.000.

S) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar RpO.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya terkait pendapatan retribusi,
pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar
dipindahkan penganggarannya ke retribusi pelayanan kesehatan

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp850.258.147.517 atau 80,18% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang APBD Tahun Anggaran 2024
diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rp791.897.793.000 diuraikan pada jenis pendapatan
sebagai berikut :

1) Dana Perimbangan sebesar Rp722.999.714.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rp30.023.665.000.

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp519.999.606.000.

c¢) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
sebesar Rp36.038.894.000.

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
sebesar Rp136.937.549.000.

2) Dana Desa sebesar Rp53.731.011.000.
3) Insentif Fiskal sebesar Rp15.167.068.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Dharmasraya
Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten
Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| Jumlah (Rp) selisih |
- sro 2024 .
| PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER .
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 791.897.793.000,00 | 791,897.793.000,00 |
Dana Perimbangan | 722.999.714.000,00 | 722.999.714.000,00_;F:' 1
%Bn;]'l‘ransfer Umum-Dana Bagi Hasil 30.023.665.000,00 I[ SO OAE AR 6,00







